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BEBERAPA MASALAH KEWILAYAHAN DI OALAM MASYARAKAT BALI KUNA 

I Gusti Made Suarbhawa 
(Balai Arkeologi Denpasar} 

Dalam berbagai mass media sering dImuat 
oenta tentang persengketaan wilayah yang_ d1-
lakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ba1k d1 
negara-negara maju maupun _ d ,_ negara-negara 
yang sedang berkembang. Penst1wa dem1k1an t,­
dak hanya teqad1 d1 kota-kota besar, tetap, Juga d 1  
kota-kota kecil bahkan Juga d i  kampung-kam­
pung dem1k1an pula di hutan-hutan yang sangat 
Jauh dan kerama1an. Kelompok-kelompok ,tu ber­
tindak dem1k1an tentu mempunya1 alasan-alasan 
tersend1n Alasan mereka sering sulit d1faham1 
secara akal sehat, bahkan tidak masuk akal 

o, satu pihak ada kelompok-kelompok 
yang berseng keta. d1 pihak lain muncul kelom­
pok-kelompok yang berusaha menJadt penengah 
Kenad1ran kelompok yang mengaku sebaga1 pe­
nengah b1asanya d1serta1 dengan alasan misi ke­
manus,aan, perdama1an, kead1 lan, dan yang se­
macam ,tu Berbaga, upaya d1tempuh untuk me­
ngakhin persengketaan, namun sering mengala­
m1 1<.egagalan 

Memperhat1kan Prasast1-prasasti Bal, yang 
terb1t pada abad X . XIV berbaga, kasus telah  
muncul sebaga, suatu geJala s0s1al yang dapat 
d1amatI Kasus-kasus pada masyarakat ,tu berla­
tar belakang dan ket1dakpuasan masyarakat ter­
hadap berbagaI kenyataan. Berdasarkan atas pe­
ngamatan terhadap beberapa prasast1 Bali. ter­
ouktI masalah kewilayahan mewarna, keh 1dupan 
masyaraKat Bal, Kuna. Dalam makalah in1 akan 
d1telaah kasus kew1layahan yang melibatkan ke­
ompol<-Kelompok sos,al . Kelompok s0s1al yang 
d1maksud dalam telaaah m1 adalah kelompok-ke-
1ompoK sos,al yang dI dalam prasastI d isebutkan 
sepem anak banwa (anak wanwa ). anak thani. 
karaman yang tmggal dalam kesatuan wilayah 
banwa ( Wanwa ). de9a dan than, 

t i  

Sayang sekal, tidak banyak prasast, yang 
-nemuat data kasus kewi layahan yang melibat­
kan kelompok-kelompok sos1al. Data tertua me­
ngena1 hal ,n i  terhhat pada prasast, Bwahan A 
yang berangka tahun 916  <; (Gons, 1 954: 83). Pra­
sast, ,n i  merupakan prasast1 pertama di Bali yang 
berbahasa Jawa Kuna Dalam prasast, ini d1se­
butkan bahwa karaman I wmgkang ranu bwahan 
oada mulanya bergabung dengan karaman i 
wmgl<ang. ranu kd1san dalam menyelenggaraka_n 
s1dang dan tugas-tugas atau kewajiban-kewaJ1-
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ban Keadaan dem1kian ditetapkan dalam pra­
sasti , yang dianugrahkan oleh raja yang d 1-dhar­
ma-kan di Nusa Dwa kepada karaman I w1ng­
kang ranu kdisan. Dem1kianlah, maka beberapa 
orang wakil karaman 1 ,vingkang ranu bwahan 
menghadap kepada raja Cri Dharmodayana War­
mmadewa beserta permaisun Gunapriyadharma­
patni. Mereka memohon agar diijmkan mengubah 
status daerahnya terpisah secara adm1nistrat1f 
dari karaman I wingkang ranu kdisan, sehmgga 
mereka berpemenntahan sendin (sutantra I kawa­
kanya) . Mereka Juga memohon agar d 1anugrah 1 
prasast1 sebagai pegangan dan sebaga1 bukt1 pe­
ngesahan dirinya sudah berp1sah dengan ma­
syarakat Kdisan. Permohonan ,tu d1penuh1 oleh 
raJa, maka ditetapkanlah dalam prasast, yang d,­
anugrahkan kepada masyarakat Bwahan 1n I  
segala tugas dan kewa1 1ban yang mest, d1tuna1-
kannya serta batas-batas wilayahnya 

Prasasti Kland1s yang tidak memuat angka 
tahun d1duga berasal dari raja Anak Wungsu (kc­
leksi Ktut G,narsa) menyebut karaman I pakwan 
dilJtnkan oleh raJa berp,sah dengan karaman 
bangkala. Semula karaman , pakwan harus 
membayar beberapa Jenis paJak kepada karaman 
1 pangkala Tetapi setelah terpisahnya kedua 
karaman 1tu hal tersebut tldak berlaku lag1. 

Prasasti Campetan yang dikeluarkan oler 
raia Jayasakt1 pada tahun 1 071 C (Poeger, 1 964 
7) memuat keterangan yang serupa dengan pra­
sastI Kland1s. Dalam prasast, disebutkan telar 
terJad1 persengketaan antara orang-orang Pangu­
petan dengan orang-orang Pacan1gayan Untuk 
menuntaskan kasus ini raJa langsung turun ta­
ngan ke desa Rupa-rupanya persengketaan an­
tara orang-orang Pangupetan dengan orang­
orang Pacanigayan cukup gawat Oleh raJa d1pu­
tuskan orang-orang Pacanigayan d 1p1sahkan oe­
ngan orang-orang Pangupetansehmgga tldak sa­
tu desa lagi Pem isahan kedua kelompok masya­
rakat m1 d1sertai pula dengan pem1sahan segala 
tugas dan kewaJibannya. dem1k1an pula pem: ­
sahan w1layahnya masing- masmg. 

Di dalam prasasti Prast A. yang berangka 
tahun 1 070 C (Poeger, 1 964 1 00) d 1sebutkan per­
sengketaan wilayah yang melibatkan dua buar 
desa yang telah bepemenntahan sendm (s utan­
tra) persengketaan terjad1 antara desa Dahwal"1 
dengan desa Besan yang merupakan dua buah 
desa yang bertetangga Orang-orang desa Dah­
wan. Penduduk desa Dahwan dalam waktu cu­
kup lama menguasa1 sawah milik penduduk desa 
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Besan di kasuwakan punduk raya dekat desa Ku­
lambang. Pemifikan sawah tersebut tercantum 
dafam prasasti anugrah raja yang terdahu lu. Pen­
duduk Desa Besan sangat keberatan dengan 
keadaan yang demikian. Hal tersebut sudah dibi­
carakan berkali-kali dengan masyarakat Oahwan. 
tetapi tidak membuahkan hasif, sehingga sangat 
meresahkan masyarakat Besan. Keadaan yang 
demikian tersebut, menyebabkan warga Besan 
melaporkan permasalahan yang mereka hadapi 
kepada raja. Menghadapi kasus ini raja bertindak 
sangat hati-hati dan bijak. T erbukti kedua belah 
pihak yang bersengketa dipanggil untuk menun­
taskan kasus ini. T ampaknya raja tidak mau 
mendengar pengaduan sepihak (dari warga Be­
san). Untuk menengahi masalah ini raja mem­
pertimbangkan haf tersebut dengan samgat i hulu 
dan samgat brahmawangsa yang mengetahui 
permasalahan sawah itu. Pejabat-pejabat ini me­
neliti keberadaan sawah yang dipersengketakan. 
Kemudian ditetapkan sawah yang menjadi bagi­
an penduduk Besan dan sawah yang menjadi 
bagian penduduk Oahwan. 

Dari keterangan prasasti-prasasti di atas 
dapet dibayangkan bagaimana situasi masyara­
kat pada masa itu. Tampaknya tefah terjadi hu­
bungan yang kurang harmonis antara kelompok­
kefompok masyarakat. Masyarakat Bwahan ber­
pisah dengan masyarakat Kdisan, masyarakat 
Pakwan berpisah dengan masyarakat Bangkala. 
Demikian pula pemisahan desa yang diafami 
oleh masyarakat Pangupetan dan Pacanigayan. 
Mungkin karena sebab-sebab tertentu di antara 
kelompok itu telah terjadi perselisihan. Paling 
tidak telah terjadi perbedaan prinsip dalam usaha 
mencapai tujuan. 

Motif pemisahan wilayah masyarakat terse­
but di atas tidak dijelaskan dalam prasasti. Akan 
telapi dalam prasasti Bwahan A, prasasti Klan­
dis, dan prasasti Canpetan disebutkan setelah 
� terpisah tidak pertu lagi membayar pajak 
kepada desa-desa induk. Hal t.ersebut diduga 
berkait erat dengan faktor ekonomi. Mungkin me­
reka merasa keberatan membayar pajak kepada 
desa induk. TJdak diketahui dengan pasti apakah 
dalam kaitan ini jiwa fanatisme daerah ikut se­
bagai motivasi. 

Selain motif ekonomi masalah kewilayahan 
tampaknye juga berkait erat dengan masalah ke­
amanan. Hal ini jelas sekali seperti ditunjukkan 
dalam prasasti Bulian B yang berangka tahun 
1 1 82 C (Koleksi KM Ginarsa). Oisebutkan para 
pemuka Oesa Bulian menghadap kepada Sri Pa­
duka Bhatara ParameqNara Sri Hyang ning 
Hyang Adidewalaticana memohon agar diijinkan 
memiliki Oesa Kawista beserta sawahnya masuk 
ke wilayah Oesa Bulian. Oleh karena Desa Ka­
wista telah lama ditinggal pergi oleh penduduk­
nya, dan desa itu sudah ditumbuhi kayu yang 
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besar-besar. Keadaan desa tersebut dijadikan 
tempat persembunyian para durjana dan peram­
pok. Mereka sering melakukan tindak kejahatan 
terhadap orang-orang yang melewati wilayah ter­
sebut dengan cara menyergap, merampok dan 
menawan. Bahkan mereka tidak segan-segan 
melakukan tindak kejahatan terhadap orang yang 
akan melakukan persembahyangan 

Memperhatikan kasus-kasus kewilayahan 
seperti yang terekam dalam prasasti-prasasti di 
atas, menunjukkan dalam kehidupan masyarakat 
Bali Kuna sering terjad i konflik sosial atau ma­
salah S05ial. Masalah sosial merupakan suatu 
ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara 
unsur-unsur nilai atau norma-norma dalam keh1-
dupen masyarakat yang menghambat atau mem­
bahayakan anggota-anggota kelompok sosial da­
lam usahanya untuk mencapai tujuan (AbduH­
syani, 1 987: 1 17). 

Konflik kewilayahan yang terjadi antara ke­
lompok-kelompok sosial seperti yang dialam, ma­
syarakat Bwahan dengan Kdisan, belum men­
jurus pada suatu tindakan kekerasan berupa ben­
trokan fisik secara langsung. Pada suatu kasus 
memang situasinya cukup gawat seperti yang 
dialami oleh masyarakat Pangupetan dengan 
masyarakat Pacanigayan. Penyelesaiannya me­
libatkan raja yang turun tangan ke desa. Wa­
laupun demikian kasus ini masih dalam batas­
batas toleransi sehingga dapat dituntaskan se­
cara damai. 

Konflik yang terjadi antar kelompok bersi­
fat fair, tidak melemahkan intergrasi, dan menaati 
norma-norma (Mayor,Polak, 1974: 1 38). Tetapi da­
lam kebanyakan peristiwa norma-norma telah 
terlupakan, sehingga konflik yang berlarut..farut, 
antar hubungan disertai dengan perasaan was­
was, curiga, dan benci yang ditahan. Apabila si­
tuasi ini sudah mencapai puncaknya, maka akan 
dilampiaskan dalam bentuk kekuatan fisik yang 
kadang�ang diambil dalam jalan kekerasan 
(Soekandar Wiliatmaja, 1 978: 42). 

Penguasaan wilayah yang disertai dengan 
tindakan kekerasan seperti yang terungkap da­
lam prasasti Tumbu yang berangka tahun 1 247 
Saka (Koleksi Ktut Ginarsa) . Desa Tumbu dikua­
sai dengan tindak kekerasan oleh penduduk De­
sa Baturaya. Untuk memasuki Desa Tumbu war­
ga Desa Baturaya tertebih dahulu mengurung 
batas-batas wilayah Desa Tumbu. Oalam mela­
kukan aksinya orang-orang Baturaya merampok, 
merampas, dan menawan penduduk Desa Tum­
bu. Dengan jalan seperti itu mereka berhasil me­
nguasai sebagian besar Desa Tumbu. 

Wilayah Desa Tumbu sering meojadi re­
butan desa-<iesa sekitamya. Terbukti dari tin­
dakan raja dalam mengantisipasi kasus yang 
menimpa desa ini. Raja memerdekakan atau 
membebaskan Desa Tumbu dari penguasaan 
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Desa Tranganan dan Desa Baturaya. Selain itu 
oleh raia d ipenntahkan kedua desa tersebut dila­
rang mengganggu kedaulatan Desa Tumbu. Khu­
sus Desa Tranganan tidak diperkenankan lagi 
memungut berbagai jenis pajak sebagaimana 
yang dilakukan sewaktu Desa Tranganan men­
jajah Desa Tumbu. 

Ill 

Sebaga, penutup makalah ,n, dapat disam­
pa1kan bahwa keh1dupan masyarakat Bali Kuna 
diwarnai dengan berbagai ketegangan. Ketega­
ngan-ketegangan sering terjadi terutama pada 
desa-desa yang bertetangga atau desa-desa 
yang sating berdekatan. Disamping itu ketegang­
an dapat juga terjadi antar kelompok-kelompol< 
masyarakat yang tinggal dalam satu kesatuan 
tentorial desa. Dari sekian banyak masalah yang 
d1pertentangkan salah satu d1 antaranya adalah 
menyangkut kewrlayahan. Kasus-kasus kewilaya­
han yang teqadi ada yang disertai dengan tindak 
kekerasan. Setidaknya ada dua faktor yang mela­
tari terJad1nya kasus ini ,  yaitu faktor ekonomi dan 
faktor keamanan. Akibat dari peristiwa ini muncul 
kelompok-kelompok baru. Kelompok-kelompok 
ini berusaha mendapatkan pengesahan dari pe­
nguasa agar mereka berhak mengatur sendin ru­
mah tangga kelompoknya. Dalam konteks ini da­
pat dikatakan adanya disintegrasi kelompok yang 
pada akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok 
yang berdin sendiri dan memiliki .wilayah tersen­
d1ri yang sah. Kelompok-kelompok ini akan me­
ngatur dinnya dalam satu kesatuan s0s1al thani, 
desa. wanua (banua) yang baru. 

Menghadap1 permasalahan demikian raJa 
atau pihak penguasa mengeluarkan aturan-atur­
an dengan harapan dapat dipaka1 sebagai pedo­
man oleh masyarakat untuk mengantisipasi per­
masalahan yang serupa. Selain menerbitkan ber­
baga1 aturan. Hal yang tJdak kalah p�ntingnya 
adalah penetapan batas-batas wilayah yang je­
tas. Batas-batas itu ada yang dibuat dengan se­
ngaJa, misalnya: patok-patok batu, pagar hidup. 
pematang, serta parit, dan dengan memanfaat­
kan keadaan alam seper':i sungai, bukit, jurang, 
gunung, lembah, sawah dan hutan. 
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